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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, 

PEMBAYARAN DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN, DAN 

PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN 

JAMINAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR UTAMA 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menetapkan pandemic Covid-19 

sebagai bencana nasional nonalam yang mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan Peserta dan/atau Pemberi 

Kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran 

jaminan kesehatan secara rutin, sehingga diperlukan 

kebijakan penundaan sebagian pembayaran iuran 

jaminan kesehatan tanpa dikenai sanksi pemberhentian 

sementara penjaminan Peserta; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk menjaga kualitas 

dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan , serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (9) 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan 

Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat 

Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan 

Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan 

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, 

PEMBAYARAN DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN 

KESEHATAN, DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT 

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN 

KESEHATAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Penagihan, Pembayaran Dan Pencatatan Iuran Jaminan 

Kesehatan, Dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan 

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 3 

diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Pembayaran Iuran dilakukan oleh: 

a. Pemerintah Pusat bagi Peserta PBI Jaminan 

Kesehatan;  

b. Pemerintah Daerah bagi penduduk yang 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; 

c. Pemberi Kerja dan Pekerja bagi Peserta Pekerja 

Penerima Upah; dan 

d. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta bagi 

Peserta PBPU, Peserta BP, dan bayi baru lahir. 

(1a) Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan 

keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah 

berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta 

PBI Jaminan Kesehatan. 
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(2) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi: 

a. Penerima pensiun dari segmen: 

1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan 

hak pensiun; 

2) Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti 

dengan hak pensiun; 

3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak 

pensiun; dan 

4) janda, duda, atau anak yatim piatu 

daripenerima pensiun sebagaimana 

dimaksud pada angka 1) angka 2) dan 

angka 3) yang mendapat hak pensiun; dan 

b. Veteran dan Perintis Kemerdekaan. 

(3) Pembayaran iuran bagi Peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat dan penerima pensiun. 

 

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (7) Pasal 4 

diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Iuran Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan oleh 

Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1a) Kontribusi Pemerintah Daerah dalam membayar 

luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) 

sesuai kapasitas fiskal daerah. 

(2) Dalam menagihkan iuran Peserta PBI setiap bulan, 

BPJS Kesehatan menyampaikan surat tagihan dana 

Iuran PBI kepada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan dengan dilampiri: 
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a. daftar perhitungan dana Iuran PBI Jaminan 

Kesehatan; 

b. daftar rekapitulasi Peserta PBI yang terdaftar di 

FKTP dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS 

Kesehatan; 

c. kuitansi/tanda terima; dan 

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang 

ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan. 

(3) Berdasarkan surat tagihan dana Iuran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan berkoordinasi dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan untuk mencairkan dana Iuran PBI kepada 

BPJS Kesehatan. 

(4) BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya 

atas penggunaaan dana Iuran PBI yang diterima. 

(5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) diaudi toleh auditor independen. 

(6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disampaikan kepada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(7) Ketentuan teknis mengenai tata cara penyediaan, 

pencairan dan pertanggung jawaban dana Iuran PBI, 

serta kontribusi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1a) mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
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